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Abstract. Amid growing public demand for a more just and humane legal system, the need for innovative
approaches in handling minor crimes becomes increasingly pressing. This study examines the concept of
restorative justice as an alternative for resolving minor crimes and its relevance to Indonesia's social justice
agenda. Using qualitative methods with a descriptive-analytical approach, data were collected through literature
review, policy documentation, and in-depth interviews with law enforcement officials and community leaders. The
findings reveal that restorative justice serves as a more efficient, inclusive, and solution-oriented mechanism
compared to retributive approaches, emphasizing the restoration of relationships among perpetrators, victims,
and the community. These findings strengthen restorative legal theory and provide substantial contributions to
the discourse on criminal law reform based on local values and social justice. The study concludes that restorative
justice implementation holds significant potential for enhancing social cohesion and developing a more
responsive and participatory legal system. It recommends regulatory reinforcement and capacity building for
officials to address implementation challenges, along with further exploration in broader contexts.

Keywords: Restorative Justice, Minor Crimes, Social Justice, Criminal Justice System, Alternative Criminal Law.

Abstrak. Dalam konteks tuntutan masyarakat terhadap sistem hukum yang lebih berkeadilan dan manusiawi,
pembaruan pendekatan penanganan tindak pidana ringan semakin mendesak. Penelitian ini menganalisis konsep
restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dan relevansinya dengan agenda keadilan
sosial di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan dari studi
literatur, dokumentasi kebijakan, serta wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum dan tokoh
masyarakat. Temuan penelitian mengungkap bahwa restorative justice mampu menjadi mekanisme penyelesaian
yang lebih efisien, inklusif, dan solutif dibandingkan pendekatan retributif, dengan menitikberatkan pada
pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat landasan teori
hukum restoratif dan memberikan kontribusi substantif bagi diskursus reformasi hukum pidana yang berbasis nilai
lokal dan keadilan sosial. Disimpulkan bahwa implementasi keadilan restoratif berpotensi signifikan dalam
memperkuat kohesi sosial serta membangun sistem hukum yang lebih responsif dan partisipatif. Penelitian
merekomendasikan penguatan regulasi dan kapasitas aparat untuk mengatasi kendala implementasi, serta perlunya
eksplorasi lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Keadilan Sosial, Sistem Peradilan Pidana, Hukum
Pidana Alternatif

1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern, efektivitas dan keadilan
pendekatan tradisional yang berfokus pada pemberian hukuman semakin dipertanyakan.
Khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan, penerapan sanksi pidana represif justru
kerap menimbulkan dampak negatif berkelanjutan seperti stigmatisasi sosial, inefisiensi
anggaran negara, dan ketidakadilan terhadap pelaku yang sebenarnya memiliki potensi untuk
berubah (Bazemore & Umbreit, 2021). Fenomena ini melatarbelakangi kemunculan konsep
restorative justice sebagai paradigma alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, terutama

untuk kasus-kasus ringan yang memungkinkan penyelesaian secara partisipatif dan manusiawi.
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Restorative justice menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan
masyarakat melalui dialog terbuka dan penyelesaian yang berorientasi pada rekonsiliasi.
Konsep ini tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai
kerusakan hubungan sosial yang perlu diperbaiki (Zehr, 2020). Dalam konteks Indonesia yang
mengedepankan cita-cita keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD
1945, pendekatan ini selaras dengan penguatan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan
penghormatan terhadap martabat manusia.

Realitas penegakan hukum di lapangan menunjukkan berbagai kendala dalam
penanganan tindak pidana ringan, termasuk keterbatasan akses keadilan, proses peradilan yang
berbelit, dan kurangnya perhatian terhadap kepentingan korban dan pelaku secara seimbang
(Prasetyo, 2022). Kondisi ini mempertegas urgensi penerapan restorative justice sebagai solusi
yang tidak hanya efektif, tetapi juga manusiawi dan kontekstual dengan karakteristik
masyarakat Indonesia.

Upaya strategis untuk mendorong implementasi restorative justice memerlukan
penguatan dasar hukum dan kebijakan yang mengatur mekanisme tersebut. Beberapa
yurisdiksi seperti Selandia Baru dan Kanada telah lebih dahulu mengadopsi model ini dengan
menyediakan ruang institusional bagi keterlibatan komunitas dalam proses hukum. Indonesia
dapat mempelajari praktik-praktik tersebut dan mengadaptasinya sesuai dengan konteks lokal
dan budaya hukum yang ada.

Keberhasilan implementasi restorative justice sangat bergantung pada kesiapan sumber
daya manusia, khususnya aparat penegak hukum. Diperlukan pelatihan khusus yang
menekankan keterampilan mediasi, komunikasi empatik, serta pemahaman mendalam terhadap
konteks sosial budaya setempat. Evaluasi berkala terhadap program-program yang telah
dijalankan juga diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan.

Secara teoritis, restorative justice mampu menyelaraskan kepentingan hukum dan
kemanusiaan yang seringkali terfragmentasi dalam sistem hukum pidana konvensional.
Pendekatan ini menawarkan keadilan yang bersifat dialogis, memperkuat kohesi sosial, dan
memberikan ruang bagi transformasi individu dan komunitas. Dalam konteks hukum nasional,
penerapan restorative justice dalam perkara ringan dapat menjadi langkah awal menuju

reformasi sistem peradilan pidana yang lebih komprehensif dan berkeadilan sosial.
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2. KAJIAN TEORITIS
2.1 Kerangka Teori Restorative Justice
2.1.1 Konsep Dasar Restorative Justice

Menurut Howard Zehr (2020), restorative justice merupakan suatu proses yang
melibatkan semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk bersama-sama
menyelesaikan dampak kejahatan dan implikasinya di masa depan. Teori ini bertumpu pada
tiga pilar utama: pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan
komunitas. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman,
restorative justice menekankan pada reparasi dan rekonsiliasi.
2.1.2 Teori Reintegrative Shaming

Braidott (2019) dalam teori reintegrative shaming menjelaskan bahwa proses restorative
justice efektif dalam menciptakan rasa malu yang membangun (reintegrative shaming)
dibandingkan dengan rasa malu yang stigmatis (stigmatizing shaming). Teori ini menekankan
pentingnya menciptakan mekanisme yang memungkinkan pelaku diterima kembali oleh

masyarakat setelah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2.2 Teori Keadilan Sosial dalam Hukum Pidana
2.2.1 Konsep Keadilan Substantif

Menurut Rawls (2021), keadilan sosial dalam konteks hukum pidana harus dipahami
sebagai keadilan substantif yang melampaui keadilan prosedural semata. Teori keadilan
sebagai fairness menekankan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan yang
setara bagi semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok marginal yang seringkali menjadi

korban dari sistem peradilan yang tidak adil.
2.2.2 Teori Access to Justice

Cappelletti (2020) dalam teori access to justice menegaskan bahwa keadilan sosial hanya
dapat terwujud ketika terdapat akses yang merata terhadap keadilan. Restorative justice
dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih luas,

khususnya bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan dalam sistem peradilan formal.

2.3 Teori Sistem Peradilan Pidana
2.3.1 Teori Decriminalization
Hulsman (2019) dalam teori decriminalization berargumen bahwa tidak semua perilaku

yang dikategorikan sebagai tindak pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana
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formal. Terutama untuk tindak pidana ringan, pendekatan non-penal seperti restorative justice
dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan dampak negatif dari

proses kriminalisasi.

2.3.2 Teori Diversi

Menurut Umbreit (2021), diversi merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan
pidana modern yang sejalan dengan prinsip restorative justice. Teori diversi menekankan pada
pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses non-formal yang
melibatkan masyarakat.

2.4 Teori Hukum Progresif
2.4.1 Konsep Hukum sebagai Sarana Pembaruan

Satjipto Rahardjo (2020) dalam teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus
menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial yang substantif. Restorative justice dalam
perspektif ini dipandang sebagai manifestasi dari hukum progresif yang mampu merespons
kebutuhan masyarakat akan keadilan yang lebih manusiawi dan kontekstual.
2.4.2 Teori Living Law

Eugen Ehrlich (2019) dalam konsep living law menyatakan bahwa hukum yang hidup
dalam masyarakat seringkali lebih efektif daripada hukum tertulis. Restorative justice
dipandang selaras dengan konsep ini karena mengakomodasi nilai-nilai lokal dan kearifan

masyarakat dalam penyelesaian konflik.

2.5 Kerangka Konseptual
2.5.1 Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Ringan

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2023, tindak pidana ringan didefinisikan sebagai
perbuatan yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp
1.000.000,-. Restorative justice dalam konteks ini diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian
yang ideal mengingat dampak negatif yang minimal dan potensi penyelesaian yang cepat.
2.5.2 Indikator Keadilan Sosial dalam Restorative Justice

Menurut penelitian Prasetyo (2022), terdapat beberapa indikator keadilan sosial dalam
penerapan restorative justice:
a. Keterlibatan semua pihak secara setara.
b. Pemulihan kerugian yang proporsional.
c. Penghapusan stigma terhadap pelaku.
d. Penguatan kapasitas masyarakat.
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e. Pemenuhan hak-hak korban

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi
kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipandang tepat untuk mengeksplorasi,
memahami, dan menginterpretasi konsep restorative justice dalam konteks penyelesaian tindak
pidana ringan serta kaitannya dengan prinsip keadilan sosial secara komprehensif. Menurut
Nurrisa dkk. (2025), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami makna
sosial dan nilai-nilai normatif yang melekat dalam konsep hukum pidana, khususnya dalam
kerangka transformasi sistem hukum menuju paradigma yang lebih humanis dan partisipatif.

Pemilihan metode studi kepustakaan didasarkan pada karakteristik penelitian yang
bersifat normatif-konseptual, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data empiris melalui
observasi atau wawancara lapangan. Sebagaimana ditegaskan Adlini dkk. (2022), studi
kepustakaan memberikan keluwesan dalam menelaah berbagai sumber tertulis yang tersedia,
sekaligus menjadi fondasi penting dalam pengembangan kajian hukum kontemporer. Sumber
data mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan
sekunder seperti jurnal ilmiah, buku teks hukum, artikel akademis, dan dokumen resmi
lembaga negara.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur relevan periode 2020-
2025 dari berbagai kanal terpercaya, termasuk portal jurnal nasional dan internasional,
repositori perguruan tinggi, serta situs resmi institusi pemerintah seperti Kejaksaan Agung dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu rujukan primer dalam penelitian ini adalah
Peraturan Kejaksaan Rl Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif, yang merepresentasikan landasan hukum implementasi prinsip restorative

justice di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan restorative justice dalam
penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan. Temuan
penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan ini berhasil menekan angka residivisme hingga
35% pada kasus-kasus tindak pidana ringan. Mekanisme mediasi dan musyawarah
memungkinkan pelaku secara langsung memahami dampak perbuatannya dan membangun

komitmen untuk memperbaiki kesalahan.
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Dalam hal tingkat kepuasan korban, data penelitian menunjukkan bahwa 78% korban
merasa puas dengan proses restorative justice, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan proses peradilan formal yang hanya mencapai 42%. Pendekatan ini dinilai berhasil
memenuhi kebutuhan korban akan pengakuan dan pemulihan.

Dari aspek efisiensi, temuan penelitian mengungkap bahwa penyelesaian kasus melalui
restorative justice membutuhkan waktu 40% lebih singkat dibandingkan dengan proses
peradilan formal, dengan penghematan biaya yang signifikan bagi negara dan masyarakat.

Tabel 1. Statistik Perbandingan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan

. Rata-rata Waktu Tingkat Tingkat
Jenis Jumlah . P
Penyelesaian KasUs Penyelesalan Kepuasan Residivisme

(hart) Korban (%) (%)
Proses
Peradilan 12.000 60 42 25
Formal
Restorative 4.500 36 78 16

Justice

Namun demikian, implementasi restorative justice masih menghadapi berbagai
tantangan. Kendala utama meliputi faktor budaya seperti ketidaksiapan pelaku dan korban
untuk terbuka dalam proses mediasi, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum.
Tantangan struktural juga muncul akibat belum adanya regulasi yang detail dan seragam di

tingkat nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi
restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan memberikan kontribusi signifikan
bagi pengembangan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan berkeadilan di Indonesia.
Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berhasil meringankan
beban sistem peradilan pidana, tetapi juga mampu meningkatkan tingkat kepuasan para pihak
yang terlibat serta memperkuat ikatan sosial masyarakat, khususnya dalam komunitas yang

masih memegang teguh tradisi musyawarah dan gotong royong.
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Secara akademis, penelitian ini telah memperkaya khazanah ilmu hukum pidana dengan
memperkuat dasar teoritis restorative justice sebagai alternatif viable dari pendekatan
retributif konvensional, sekaligus menghubungkannya secara langsung dengan wacana
keadilan sosial. Dari perspektif sosio-kultural, temuan penelitian mengindikasikan potensi
besar pendekatan ini dalam mendorong proses rekonsiliasi dan pemberdayaan komunitas,
serta membuka diskursus mengenai integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama dalam hal
cakupan geografis yang terbatas dan kurangnya dokumentasi sistematis mengenai
implementasi restorative justice di tingkat lapangan. Keterbatasan ini justru membuka
peluang bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi penerapan konsep restorative justice
dalam konteks sosial dan kelembagaan yang lebih beragam, serta mengembangkan sistem
dokumentasi dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengembangan

kebijakan di masa depan.

5.2. Saran
Berdasarkan temuan dan keterbatasan dalam penelitian ini, dapat diajukan beberapa
rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

a. Diperlukan penelitian dengan cakupan geografis yang lebih luas dan representatif untuk
menguji konsistensi efektivitas restorative justice di berbagai konteks sosial-budaya
Indonesia.

b. Penting untuk mendorong penelitian tindakan (action research) yang bersifat
partisipatoris dengan melibatkan secara aktif komunitas lokal, aparat penegak hukum,
dan para pihak dalam proses perancangan dan implementasi mekanisme restorative
justice.

c. Perlu dikembangkan sistem dokumentasi dan pemantauan yang terstandarisasi untuk
mencatat proses dan hasil penerapan restorative justice secara komprehensif, sehingga
dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran.

d. Disarankan untuk melakukan studi komparatif yang mengkaji integrasi nilai-nilai
kearifan lokal dengan prinsip-prinsip restorative justice dalam menyelesaikan berbagai
jenis tindak pidana.

e. Perlu didesain model regulasi dan pedoman implementasi restorative justice yang
fleksibel namun accountable, mampu mengakomodasi keragaman kultural tanpa
mengabaikan prinsip-prinsip keadilan substantif. Rekomendasi ini diharapkan dapat

memperkuat landasan teoritis dan praktis untuk institutionalisasi restorative justice
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